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ABSTRAK

CATATAN

Bahwa dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang dibentuk berdasarkan
kesamaan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat yang berperan
dalam penyelenggaraan pemerintah desa, bahwa untuk memenuhi kebutuhan
hukum mengenai dusun sebagai perangkat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, perlu
dilakukan penataan dusun, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa,
cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan
Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai
sosial budaya masyarakat Desa.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka
Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6321), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
155).

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan
Dusun, Penghapusan Dusun dan Penggabungan Dusun, Nama, Batas, dan
Pembagian Wilayah Dusun, Ketentuan Perangkat Desa Akibat Penghapusan
Dusun atau Penggabungan Dusun, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
18 September 2024.
Lampiran: -.



